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ABSTRAK 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA ATAS DANA 

SIMPANAN PADA KOPERASI UNIT DESA 
(studi kasus di Koperasi Unit Desa “Harta” Langkat) 

OLEH  
RIZKY DWI YUDHA 

NPM : 178400211 
BIDANG : ILMU HUKUM KEPERDATAAN 

 

 Koperasi berasal dari perkataan co dan operation, yang mengandung arti 
kerja sama untuk mencapai tujuan. Di dalam koperasi terdapat dana simpanan yaitu 
dana yang dipercayakan kepada anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau 
kepada anggotanya dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka, sehingga 
diperlukan aturan hukum dalam perlindungan hukum atas dana simpanan, yang 
bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi anggota dan koperasi tersebut. 
Permasalahan yang diangkat dari penelitian ini adalah bagaimana pengaturan 
tentang Perjanjian Simpan Pinjam dalam UU No.25 Tahun 1992 tentang 
Perkoperasian, bagaimana tanggung jawab KUD terhadap Dana Simpanan Anggota 
Koperasi, serta bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Anggota Koperasi dalam 
Dana Simpanan pada Koperasi Unit Desa Harta.  
 Metode penelitian pada skripsi ini ialah studi kepustakaan (library 
research), yaitu penelitian dengan berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, 
majalah Hukum, pendapat para sarjana, peraturan perundang- undangan, dan juga 
bahan-bahan kuliah. Studi Lapangan (field research), yaitu dengan penelitian 
langsung di lapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke 
KUD Harta dengan cara wawancara.  
 Hasil penelitian yang diperoleh dari pengaturan tentang Perjanjian Simpan 
Pinjam dalam UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah Dalam 
pelaksanaan perjanjian simpan pinjam pada Koperasi Unit Desa Harta Langkat  
mengacu pada Pasal 1233 KUHPerdata dan Pasal 44 Undang-undang Nomor 25 
tahun 1992 yang menyatakan bahwa koperasi dapat menghimpun dana dan 
menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota dan 
calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain, dan 
anggotanya.Pertanggung jawaban KUD terhadap Dana Simpanan Anggota 
Koperasi adalah koperasi akan melakukan ganti rugi terhadap anggota koperasi 
yang mengalami kerugian dengan cara penggantian dana secara berkala, namun 2 
tahun terakhir dana yang tersimpan dalam koperasi masih stabil dan tidak ada yang 
mengalami gangguan ataupun wanprestasi baik dari sisi si kreditur maupun debitur.  
Perlindungan Hukum terhadap Anggota Koperasi dalam Dana Simpanan pada 
Koperasi Unit Desa Harta adalah dengan adanya pengawas koperasi guna 
mengawas terhadap pelakasanaan dan pengelolaan koperasi dengan cara mencatat 
dan membuat laporan terkait dana yang masuk dan keluar pada koperasi. 
 

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Dana Simpanan, Koperasi 
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ABSTRACT 
LEGAL PROTECTION OF MEMBERS ON DEPOSITS FUND 

IN VILLAGE UNIT COOPERATIVE 
( Study in “Harta” Langkat Village Unit Cooperative) 

by 
RIZKY DWI YUDHA 

NPM : 178400211 
FIELD OF CIVIL LAW 

 Cooperative comes from the words co and operation, which means 
cooperation to achieve goals. In cooperatives there are savings funds, namely funds 
that are entrusted to members, prospective members, other cooperatives, and or to 
their members in the form of savings and time deposits, so that legal rules are 
needed in legal protection of deposit funds, which aim to provide legal certainty for 
members and the cooperative. The problems raised from this research are how to 
regulate the Savings and Loan Agreement in Law No. 25 of 1992 concerning 
Cooperatives, how is the responsibility of the KUD to the Savings Fund of 
Cooperative Members, and how is the Legal Protection of Cooperative Members in 
the Savings Fund of the Village Unit Cooperative Assets.  
 The research method in this thesis is library research, namely research with 
various reading sources, namely books, legal magazines, opinions of scholars, 
legislation, and also lecture materials. Field studies (field research), namely by 
direct research in the field. In this case, the researcher directly conducts research 
to KUD Harta by interview. 
  The results of the research obtained from the regulation on Savings and 
Loan Agreements in Law No.25 of 1992 concerning Cooperatives are that in the 
implementation of the savings and loan agreement at the Harta Langkat Village 
Unit Cooperative, it refers to Article 1233 of the Civil Code and Article 44 of Law 
Number 25 of 1992 which states that cooperatives may collect funds and distribute 
them through savings and loan business activities from and for members and 
prospective members of the cooperative concerned, other cooperatives, and their 
members. The KUD's responsibility for the Cooperative Member Savings Fund is 
that the cooperative will compensate members of the cooperative who suffer losses 
by means of periodic replacement of funds, but in the last 2 years the funds stored 
in the cooperative are still stable and no one has experienced any disturbances or 
defaults both from the side of the cooperative. creditors and debtors. Legal 
protection for Cooperative Members in Savings Funds at the Village Asset 
Cooperative Unit is the existence of a cooperative supervisor to oversee the 
implementation and management of cooperatives by recording and making reports 
related to incoming and outgoing funds to the cooperative. 
 
Keyword : Legal Protection, Deposits fund, Cooperative 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Koperasi berasal dari perkataan co dan operation, yang mengandung arti 

kerja sama untuk mencapai tujuan.1 Dengan kata lain berarti segala pekerjaan 

yang dilakukan secara bersama-sama sebenarnya dapat disebut sebagai koperasi. 

Namun demikian yang dimaksud koperasi disini adalah suatu bentuk peraturan 

dan tujuan tertentu pula, perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu, 

untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu.2 

Dasar hukum keberadaan koperasi di Indonesia adalah Pasal 33 UUD 1945 

dan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam penjelasan pasal 33 

ayat (1) UUD 1945 antara lain dikemukakan bahwa "Perekonomian disusun 

sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan" dan Ayat (4) 

dikemukakan bahwa "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas 

demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, 

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga 

keseimbangan", sedangkan menurut Pasal 1 UU No.25 Tahun 1992, yang 

dimaksud dengan koperasi di Indonesia adalah : 

”Badan usaha yang beranggotakan orang-seseorang atau badan hukum 

koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi 

                                                             
 1 Arifinal Chaniago, Koperasi Indonesia, Angkasa, Bandung, 1979, Hal. 1. 
 2 Subandi, Ekonomi Koperasi, Alfabeta, Bandung, 2013, Hal. 18. 
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sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas 

kekeluargaan.”3 

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 

Perkoperasian yang dimaksud dengan :  

1. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi. 

2. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan 

orang-seorang 

3. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan 

Koperasi. 

Guna mencapai tujuan luhur seperti tercantum dalam Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mewujudkan kemakmuran bagi seluruh 

rakyat Indonesia, maka tata kehidupan ekonomi harus dikembangkan atas dasar 

semangat kerja sama dan kekeluargaan. Golongan masyarakat lemah di desa dan 

di kota yang merupakan sebagian besar rakyat Indonesia perlu diajak, 

diikutsertakan secara aktif dan diberikan kesempatan yang lebih luas untuk 

membangun dirinya melalui koperasi.4 

Sifat keanggotaan Koperasi adalah bebas, sukarela, dan terbuka. Ini berarti 

bahwa seorang menjadi anggota koperasi berdasarkan kesadaran dan kebebasan 

yang ada padanya, tanpa ada paksaan dari siapapun. Asas persamaan diantara 

sesama anggota tetap dipertahankan di dalam koperasi, tanpa mengadakan 

                                                             
 3 Subandi, Op.cit, Hal. 19. 
 4 Parjimin Nurzain, Djabaruddin Djohan, Buku Materi Pokok Perkoperasian ADNE 

4330/2SKS/Modul 1-3, Karunika, Jakarta, Universitas Terbuka, 1986, hal. 13. 
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perbedaan diantara anggota yang berlainan keturunan, paham, politik, dan 

agama.5 

Koperasi bersifat terbuka untuk umum. Setiap orang bebas menjadi 

anggota koperasi tanpa ada paksaan atau tekanan dalam bentuk apapun. Modal 

koperasi biasanya diperoleh dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan 

simpanan sukarela. Hal ini tergantung pada kemampuan atau kekuatan ekonomi 

anggota-anggotanya.6 

Pengertian dana simpanan terdapat dalam PP 9 Tahun 1992, yaitu dana 

yang dipercayakan kepada anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau 

kepada anggotanya dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka. 

Dalam menjalankan usahanya, koperasi memiliki modal yang terdiri dari : 

1. Simpanan pokok : Merupakan simpanan yang pertama kali dibayarkan 

oleh anggota koperasi saat bergabung menjadi anggota. Simpanan ini 

hanya dibayarkan sekali saja. 

2. Simpanan wajib : Merupakan simpanan bersifat wajib, yang harus 

dibayarkan semua anggota setiap bulan. 

3. Simpanan sukarela : Merupakan simpanan yang jumlah dan waktunya 

tidak ditentukan. 7 

                                                             
 5 Buku Pelajaran Koperasi Tingkat Pertama.1981, Pengetahuan Perkoperasian, Jakarta : 

PN Balai Pustaka, hal. 79 
 6 Sagiman MD, Koperasi Indonesia, Inti Idayu Press, Jakarta, 1985, hal. 9. 
 7 https://www.akseleran.co.id/blog/koperasi-simpan-pinjam/amp/. Diakses pada Kamis, 

22 April 2021, Pukul 13.33  WIB 
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Jenis koperasi didasarkan pada kebutuhan dan efisiensi dalam ekonomi. 

Dalam garis besarnya jenis-jenis koperasi terbagi menjadi 5 (lima) golongan, 

yaitu : 

1. Koperasi Konsumsi 

2. Koperasi Kredit (atau Koperasi Simpan Pinjam). 

3. Koperasi Produksi. 

4. Koperasi Jasa. 

5. Koperasi Serba Usaha.8 

Koperasi Simpan pinjam pada umumnya dalam bekerjanya memberi jasa 

agar kesejahteraan para anggota dapat terjamin dan mempermudah pemenuhan 

kebutuhan hidup anggotanya. Sesuai dengan sifatnya Koperasi Pinjam atau 

Koperasi Kredit, tujuan utama dari koperasi ini adalah sebagai sarana alternatif 

dalam hal peminjaman uang atau kredit. Di dalam praktek sebelum memberikan 

kredit, pihak kreditur yaitu Koperasi Simpan Pinjam biasanya melakukan 

penelitian terlebih dahulu terhadap Character (watak), Capacity (kemampuan), 

Capital (modal), Collateral (angunan) dan Condition of economic (prospek 

usaha debitur) atau yang lebih dikenal dengan istilah 5C.9 

BUUD (Badan Usaha Unit Desa) dan KUD (Koperasi Unit Desa) yang 

dimulai dikembangkan sejak tahun 1970 mula-mula dikaitkan semata-mata 

dengan intensifikasi pangan yang dikukuhkan dalam Inpres No. 4/73 tentang 

Pedoman mengenai Pengaturan dan Pembinaan Unit Desa.10 

                                                             
 8 Buku Pelajaran Koperasi Tingkat Pertama, Op.Cit. hal. 114, 115. 
 9 http://repository.ubb.ac.id/734/. Diakses pada Kamis, 22 April 2021, Pukul 14.10 WIB 
 10 Parjimin Nurzain, Djabaruddin Djohan, Op.Cit., hal. 30. 
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Dalam rangka meningkatkan produksi dan kehidupan rakyat di daerah 

pedesaan, pemerintah menganjurkan pembentukan Koperasi Unit Desa (KUD). 

Satu Unit Desa terdiri dari beberapa desa dalam satu Kecamatan yang 

merupakan satu kesatuan potensi ekonomi. 

Dalam wilayah Kecamatan, hanya terdapat satu KUD, terkecuali atas 

persetujuan Menteri dapat didirikan lebih dari satu, luasnya usaha dan 

lingkungan ditetapkan oleh warga desa sendiri. KUD benar-benar menjadi 

organisasi masyarakat pedesaan yang diatur oleh mereka sendiri yang 

perlengkapan organisasi : 

a. Rapat anggota – kekuasaan tertinggi. 

b. Pengurus – menyatakan keputusan Rapat Anggota. 

c. Badan pemeriksa – mengawasi kegiatan Koperasi. 

d. Manager dan karyawan berfungsi penuh, melaksanakan tugas kegiatan 

sehari-hari. 

KUD sebagai pusat pelayanan dalam kegiatan perkoperasian pedesaan 

memiliki dan melaksanakan fungsi : 

1. Perkreditan, untuk keperluan produksi dan penyediaan kebutuhan modal 

investasi dan modal kerja/usaha bagi anggota KUD dan warga desa 

umumnya. 

2. Penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi seperti sarana sebelum 

dan sesudah panen, sarana produksi untuk keperluan industri/kerajinan dan 

sebagainya, penyediaan dan penyaluran barang-barang keperluan sehari-hari 

khususnya 9 bahan pokok dan jasa-jasa lainnya. 
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3. Pengolahan dan pemasaran hasil produksi/industri dan sebagainya dari para 

anggota KUD dan warga desa umumnya. 

4. Kegiatan perekonomian lainnya seperti perdagangan, pengangkutan, dan 

sebagainya. 

5. Dalam melaksanakan tugasnya KUD harus benar-benar mementingkan 

pemberian pelayanan kepada anggota dan masyarakat, dan menghindarkan 

kegiatan yang menyaingi kegiatan anggota sendiri.11 

Pengurus KUD dipilih dari dan oleh anggota dalam suatu Rapat Anggota, 

melalui musyawarah untuk mufakat dan kemudian diangkat oleh ahli Rapat 

Anggota. Oleh karena itu maka Pengurus bertanggungjawab dan wajib 

melaporkan kepada Rapat Anggota : 

a. Segala sesuatu yang menyangkut tata-kehidupan Koperasi Unit Desa. 

b. Segala hasil pemeriksaan atas tata-kehidupan Koperasi Unit Desa, baik yang 

dilakukan oleh Badan Pemeriksa maupun yang dilaksanakan oleh Jawatan 

Koperasi. 

Sehingga Pengurus dalam menetapkan kebijaksanaan umum KUD harus 

berdasarkan keputusan rapat anggota, hal tersebut mengingat rapat anggota 

merupakan kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan KUD. 

Dengan berkembangnya Koperasi Indonesia seperti yang telah terjadi, 

dimana hampir setiap kecamatan pelosok Tanah Air telah berdiri dengan kuat 

KUD (Koperasi Unit Desa), yang berkemampuan selain meningkatkan 

kesejahteraan hidup para anggota, juga telah berhasil menunjang pembangunan 

                                                             
 11 Arifinal Chaniago, Op.Cit. hal. 56. 
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masyarakat desa sedemikian rupa, maka keberhasilan ini telah menjadi pedoman 

bagi seluruh rakyat Indonesia bahwa kegiatan yang didasari kegotong-royongan 

yang telah berhasil menciptakan segala pembangunan tersebut, di samping 

kesadaran hidup bermasyarakat yang harus selalu berkembang dalam setiap jiwa 

orang-orang yang melakukan usaha (sosialisme).12 

Hal ini yang menjadi latar belakang peneliti tertarik untuk meneliti dan 

membuat karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN 

HUKUM TERHADAP ANGGOTA ATAS DANA SIMPANAN PADA 

KOPERASI UNI T DESA” 

B. Rumusan Masalah 

Agar penelitian ini berjalan dengan baik, maka perlu adanya rumusan 

masalah, yaitu sebagai berikut :  

1. Bagaimana pengaturan tentang Perjanjian Simpan Pinjam dalam UU No.25 

Tahun 1992 tentang Perkoperasian ? 

2. Bagaimana tanggung jawab KUD terhadap Dana Simpanan Anggota 

Koperasi ? 

3. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Anggota Koperasi atas Dana 

Simpanan pada Koperasi Unit Desa Harta di Langkat ? 

                                                             
 12 G. Kartasapoetra,dkk. 2013. Praktek Pengelolahan Koperasi, Jakarta : Rineka Cipta, 

hal. 13 
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C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat 

ditetapkan beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu :  

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terkait dengan perjanjian 

koperasi simpan pinjam dalam UU No.25 Tahun 1992 Tentang 

Perkoperasian 

2. Untuk mengetahui bagaimana tanggung KUD terhadap dana simpanan 

anggota Koperasi Unit Desa Harta Langkat. 

3. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anggota 

koperasi dalam hal dana simpanannya pada KUD Harta Langkat 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :  

1. Secara Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna bagi peneliti lain serta 

perkembangan ilmu hukum kedepannya, khususnya dalam hukum perdata 

pada bidang Hukum Koperasi dan UMKM yakni dalam hal memberikan 

Perlindungan Hukum terhadap Anggota Koperasi. Serta hasil dari penelitian 

ini nantinya dapat dijadikan sebagai kajian lebih lanjut untuk melahirkan 

beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan 

pemikiran atau ide-ide inovatif bagi perkembangan ilmu Hukum Perdata 

khususnya mengenai Perlindungan Hukum dan Keanggotaan Koperasi. 
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2. Secara Praktis 

a) Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat dan 

Keanggotaan Koperasi agar lebih teliti dan bisa berkompeten dalam 

memberikan dana simpanan. 

b) Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan 

akademisi untuk menambah wawasan dalam bidang Hukum Keperdataan 

dalam hal ini dikaitkan dengan Perlindungan Hukum dan Koperasi. 

c) Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi peneliti lain 

serta pemerintah khususnya Koperasi Unit Daerah maupun Koperasi Simpan 

Pinjam atau UMKM sekalipun dalam hal pemberian Dana Simpanan kepada 

Anggota Koperasi. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi penyelesaian 

terhadap Dana Simpanan yang mungkin bermasalah atau kasus yang serupa 

dimasa yang akan datang. 

E. Hipotesis 

Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa duga-dugaan atau perkiraan-

perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau 

berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.13 

Adapun Hipotesis Peneliti dalam Permasalahan yang dibahas adalah 

sebagai berikut :  

1. Terkait dengan adanya pengaturan hukum tentang perjanjian simpan pinjam 

dalam hukum koperasi di Indonesia dapat dikatakan menjadi salah satu upaya 

                                                             
 13 Syamsul Arifin, 2012, Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum, Medan 

Area University Press, hal. 38 
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hukum yang diberikan pihak koperasi kepada anggotanya. Adanya 

pengaturan hukum terkait dengan  dana simpanan koperasi diharapkan 

mampu lebih tegas didalam menerapkan prinsip 5C (Character (watak), 

Capacity (kemampuan), Capital (modal), Collateral (angunan) dan 

Condition of economic (prospek usaha debitur) guna untuk menghindari 

resiko yang dapat merugikan pihak koperasi ataupun anggotanya. Namun, 

juga bisa berfokus pada acuan yang diberikan oleh pemerintah yaitu sesuai 

dengan regulasi yang telah ada. Contoh memberikan pinjaman kepada 

anggota koperasi yang benar-benar membutuhkan dalam keadaan darurat dan 

tetap berpegang teguh pada asas kekeluargaan yang tertanam dalam koperasi 

untuk menghindari adanya kasus atas dana simpanan pada koperasi. 

2. Bahwa secara normatif, tanggung jawab pengurus melekat pada koperasinya. 

Tindakan pengurus dilakukan karena kedudukannya dalam koperasi oleh 

sebab itu pengurus tidak dapat dituntut pertanggung jawabannya oleh pihak 

di luar koperasi. Pemahaman bahwa tanggung jawab pengurus koperasi 

melekat pada koperasi merupakan pandangan teori organ yang disampaikan 

oleh Otto von Gierke. Menurut teori organ badan hukum merupakan suatu 

persoon yang riel dan bisa mempunyai kehendak melalui organ-organnya, apa 

yang diputuskan  oleh organ-organnya dianggap sebagai kehendak dari badan 

hukum itu sendiri. meskipun dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah 

Tangga (AD/ART) masing-masing koperasi disebutkan bahwa pengurus 

koperasi bertanggung jawab atas kerugian dari koperasi namun tanggung 

jawab yang dimaksud adalah tanggung jawab yang melekat di institusi itu 
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sendiri, bukan tanggung jawab sebagai subyek hukum secara pribadi akibat 

kelalaian atau kesengajaan dari institusi yang diurus. 

3. Bahwa perlindungan hukum yang diberikan pengurus koperasi dengan 

adanya dana simpanan yang diberikan terhadap anggota koperasi atau selaku 

penyimpan dana apabila terdapat unsur-unsur menyeleweng daripada 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada UU 

Perkoperasian, misal terjadinya wanprestasi, tidak mematuhi AD/ART yang 

ada pada koperasi, tidak mematuhi rapat anggota serta mengutamakan 

kepentingan pribadi diatas kepentingan bersama maka daripada itu pula dapat 

diberikan sanksi terhadap anggota koperasi selaku penyimpan dana baik itu 

sanksi administratif dan sanksi pidana. Akan tetapi,apabila pihak pengurus 

koperasi menggunakan dana simpanan anggota koperasi tersebut diluar 

kepentingan bersama atau mengambil dana simpanan tersebut secara paksa 

atau menggunakannya untuk kepentingan pribadi maka akan diberikan sanksi 

yang sesuai dengan UU Perkoperasian. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Koperasi 

1. Pengertian Koperasi 

Banyak definisi dan pengertian tentang koperasi. Dari akar katanya, koperasi 

berasal dari Bahasa Latin coopere atau corporation dalam Bahasa Inggris. 

Pengertian koperasi secara etimologi berasal dari kata cooperation, co berarti 

bersama dan operation artinya bekerja atau berusaha. Jadi cooperation adalah 

bekerja bersama-sama atau usaha bersama-sama untuk kepentingan bersama. 

 Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 

1 ayat (1) tentang Perkoperasian adalah Koperasi adalah badan usaha yang 

beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan 

kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan 

ekonomi rakyat yang berdasarkan atasasas kekeluargaan.  

Sedangkan pengertian koperasi menurut Rudianto, adalah badan usaha yang 

mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para 

anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk 

meninggkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah pada 

umumnya dengan demikian koperasi merupakan ekonomi rakyat dan sokoguru 

perekonomian nasional.14 

 Dari berbagai definisi yang ada mengenai koperasi, terdapat hal-hal yang 

menyatukan pengertian tentang koperasi, antara lain yaitu:  

                                                             
 14 Rudianto.2006.Akuntansi Koperasi, Jakarta : Grafindo 
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a. Koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang mempunyai 

kebutuhan dan kepentingan ekonomi yang sama, yang ingin dipenuhi 

secara bersama melaluipembentukan perusahaan bersama yang 

dikelola dan diawasi secara demokratis.  

b. Koperasi adalah perusahaan, di mana orang-orang berkumpul tidak 

untuk menyatukan modal atau uang, melainkan sebagai akibat adanya 

kesamaan kebutuhan dan kepentingan ekonomi; 

c. Koperasi adalah perusahaan yang harus memberi pelayanan ekonomi 

kepada anggota.  

Menurut Sutrisno, memasuki tahun 2000 posisi koperasi Indonesia pada 

dasarnya justru didominasi oleh koperasi kredit yang menguasai antara 55-60 

persen dari keseluruhan aset koperasi dan dilihat dari populasi koperasi yang terkait 

dengan program pemerintah hanya sekitar 25% dari populasi koperasi atau sekitar 

35% dari populasi koperasi aktif. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa 

yang diberikan, koperasi melayani kebutuhan perekonomian dengan memberikan 

kredit kepada semua anggota koperasi. 15 

2. Tujuan dan Fungsi Koperasi 

 Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 

tentang Perkoperasian Pasal 4, koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan 

anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian 

yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan 

                                                             
 15 Sutrisno. 2003. Manajemen Keuangan. Teori konsep dan aplikasi, edisi pertama 

EKONISIA. Yogyakarta. 
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berkeadilan. Namun jika dirinci, koperasi sejatinya memiliki nilai-nilai keutamaan 

yang melandasi bertumbuh-kembangnya idealisme koperasi yang mengandung 

nilai-nilai sebagai berikut : 

a. Rasa solidaritas  

b. Menanam sifat individualitas (tahu akan harga diri)  

c. Menghidupkan kemauan dan kepercayaan pada diri sendiri dalam 

persekutuan untuk melaksanakan self-help dan autoaktiva guna 

kepentingan bersama  

d. Mendidik cinta kepada masyarakat, yang kepentingannya harus 

didahulukan dari kepentingan diri sendiri atau golongan sendiri  

e. Menghidupkan rasa tanggungjawab moril dan social. 

Fungsi Koperasi dan Peran Koperasi tercantum dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, sebagai berikut :  

a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi 

anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. 

b. Mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. 

c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan 

ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko 

gurunya.  

d. Mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang 

merupakan usaha bersama yang didasarkan asas kekeluargaan dan 

demokrasi ekonomi.  
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3. Sumber Modal Koperasi 

 Seperti halnya bentuk badan usaha yang lain, untuk menjalankan kegiatan 

usahanya koperasi memerlukan modal. Menurut Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, adapun modal koperasi terdiri atas modal sendiri 

dan modal pinjaman. Modal sendiri meliputi sumber modal sebagai berikut:  

a. Simpanan Pokok Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib 

dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi 

anggota.Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang 

bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok 

jumlahnya sama untuk setiap anggota.  

b. Simpanan Wajib Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu 

yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan 

kesempatan tertentu, misalnya tiap bulan dengan jumlah simpanan 

yang sama untuk setiap bulannya. Simpanan wajib tidak dapat diambil 

kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi 

c. Simpanan khusus/lain-lain misalnya : Simpanan sukarela (simpanan 

yang dapat diambil kapan saja), Simpanan Qurban, dan Deposito 

Berjangka.  

d. Dana Cadangan  

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan 

Sisa Hasil usaha, yang dimaksudkan untuk pemupukan modal sendiri, 

pembagian kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi, 

dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.  

e. Hibah  
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Hibah adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai 

dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat 

hibah/pemberian dan tidak mengikat.  

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, adapun 

modal pinjaman koperasi berasal dari pihak-pihak sebagai berikut:  

a. Anggota dan calon anggota  

b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya yang didasari dengan perjanjian 

kerjasama antarkoperasi  

c. Bank dan Lembaga keuangan bukan banklembaga keuangan lainnya 

yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perudang-undangan 

yang berlaku  

d. Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya yang dilakukan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku  

e. Sumber lain yang sah  

4. Jenis-Jenis Koperasi 

 Jenis-jenis Koperasi menurut Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 25 

Tahun 1992 Tentang Perkoperasian didasarkan pada kesamaan kegiatan dan 

kepentingan ekonomi anggotanya. Berdasarkan kondisi dan kepentingan inilah 

muncul jenis-jenis koperasi :  

1. Koperasi Berdasarkan Keanggotaannya  

a. Koperasi Unit Desa (KUD) Koperasi Unit Desa adalah koperasi yang 

beranggotakan masyarakat pedesaan. Koperasi ini melakukan 

kegiatan usaha ekonomi pedesaan, terutama pertanian. Untuk itu, 
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kegiatan yang dilakukan KUD antara lain menyediakan pupuk, obat 

pemberantas hama tanaman, benih, alat pertanian, dan memberi 

penyuluhan teknis pertanian.  

b. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Koperasi ini 

beranggotakan para pegawai negeri. Sebelum KPRI, koperasi ini 

bernama Koperasi Pegawai Negeri (KPN). KPRI bertujuan terutama 

meningkatkan kesejateraan para pegawai negeri (anggota).KPRI 

dapat didirikan di lingkup departemen atau instansi. 

c. Koperasi Sekolah Koperasi Sekolah meiliki anggota dari warga 

sekolah, yaitu guru, karyawan, dan siswa. Koperasi sekolah memiliki 

kegiatan usaha menyediakan kebutuhan warga sekolah, seperti buku 

pelajaran, alat tulis, makanan, dan lain-lain.Keberadaan koperasi 

sekolah bukan semata-mata sebagai kegiatan ekonomi, melainkan 

sebagai media pendidikan bagi siswa antara lain berorganisasi, 

kepemimpinan, tanggung jawab, dan kejujuran 

2. Dana Simpanan  

a. Pengertian Umum Tentang Dana Simpanan Koperasi 

Menurut Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1995 simpanan adalah dana yang 

dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya 

kepada KSP/USP dalam bentuk tabungan dan simpanan koperasi berjangka. 

Pengertian simpanan sebagaimana dinyatakan dalam PP tersebut adalah simpanan 

yang merupakan hutang bagi KSP/USP, sementara itu terdapat jenis simpanan lain 

dari anggota yang merupakan kekayaan bersih bagi KSP/USP, yaitu simpanan 
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pokok dan simpanan wajib (bagi KSP). Simpanan untuk modal koperasi digunakan 

baik untuk ekuitas (modal sendiri) maupun modal pinjaman. Perbedaan istilah, 

simpanan untuk koperasi dan saham untuk perusahaan pada umumnya dilihat dari 

segi hukum dapat dibenarkan, karena simpanan merupakan ketentuan Undang-

undang (UU). 

Sumber pendanaan utama yang membiayai kegiatan pemberian kredit berasal 

dari dana simpanan anggota koperasi yaitu simpanan pokok serta simpanan wajib 

maka volume dana yang berhasil dihimpun atau disimpan tentunya akan 

menentukan pula volume dana yang dapat dikembangkan oleh koperasi dalam 

penanaman dana yang dapat menghasilkan (pemberian kredit). Semakin besar 

simpanan yang berhasil dihimpun oleh koperasi, maka akan semakin besar pula 

pengalokasian dana koperasi untuk pemberian kredit dengan tujuan memperoleh 

keuntungan atau laba yang optimum. 

b. Jenis-Jenis Simpanan Koperasi 

Jenis-jenis simpanan pada koperasi simpan pinjam yang paling umum  

adalah : 

- Simpanan pokok, adalah simpanan yang wajib diberikan anggota 

koperasi saat pertama kali bergabung menjadi anggota. 

- Simpanan wajib, adalah simpanan yang wajib diberikan setiap anggota 

koperasi setiap periode waktu tertentu dengan jumlah yang ditentukan. 

- Simpanan bebas atau sukarela, adalah simpanan sukarela yang 

diberikan anggota koperasi kapan saja. Simpanan ini juga bisa diambil 

kapan saja. 
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- Dana cadangan : Sisa hasil usaha yang tidak dibagikan kepada anggota 

dan digunakan untuk membiayai atau menambah modal koperasi. 

- Modal pinjaman : Dana yang dipinjam oleh pengurus koperasi dari 

pihak lain seperti bank untuk memperkuat modal koperasi. 

- Hibah atau donasi: Dana yang diberikan secara cuma-cuma dari pihak 

lain kepada koperasi sebagai modal dalam menjalankan usaha.16 

 

B. Tinjauan Umum Tentang Koperasi Unit Desa (KUD) 

1. Pengertian Koperasi Unit Desa 

Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2021 tentang BUM Desa 

merupakan aturan pelaksanaan UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik 

Desa melaksanakan Ketentuan Pasal 117 dan Pasal 185 huruf b Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan 

Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa. 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)  yang selama ini dikenal dalam 

aturan Perundang-undangan disebut dengan BUM Desa. Badan Usaha Milik 

Desa dalam ketentuan umum PP 11 tahun 2021 tentang BUM Desa atau 

BUMDES adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama 

desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan 

investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau 

                                                             
 16 https://www.akseleran.co.id/blog/koperasi-simpan-pinjam/. Diakses pada Senin, 01 Juni 

2021 Pukul 13.49 WIB  

UNIVERSITAS MEDAN AREA
----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 12/11/22 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)12/11/22 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

Rizky Dwi Yudha - Perlindungan Hukum terhadap Anggota Atas Dana Simpanan....

http://www.akseleran.co.id/blog/koperasi-simpan-pinjam/


20 
 

 
 

menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan 

masyarakat Desa. 

Badan Usaha Milik Desa terdiri atas BUM Desa dan BUM Desa 

bersama. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang BUM Desa 

menyebutkan Badan Usaha Milik Desa memiliki tujuan untuk : 

1. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta 

pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi 

Desa; 

2. melakukan kegiatan pelayanan urnum melalui penyediaan barang 

dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan 

mengelola lumbung pangan Desa; 

3. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan 

asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber 

daya ekonomi masyarakat Desa;  

4. pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa 

5. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa. 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha 

Milik Desa ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Februari 2021 

di Jakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan 

Usaha Milik Desa diundangkan Menkumham Yasonna H Laoly di Jakarta 

pada tanggal 2 Februari 2021. 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha 

Milik Desa ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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2021 Nomor 21. Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 

2021 tentang Badan Usaha Milik Desa ditempatkan pada Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6683. Agar setiap orang 

mengetahuinya.17 

KUD adalah wahana para petani mencapai harapan agar dapat 

meningkatkan hasil produksi pertanian juga sekaligus meningkaatkan 

kesejahteraan hidup petani pedesaan khususnya dibidang ekonomi. 

Pengertian para ahli mengenai Koperasi Unit Desa (KUD). Menurut 

Waloejo dan Ismojanti dalam bukunya “Koperasi Indonesia” menjelaskan 

sebagai berikut: KUD adalah peleburan dari beberapa badan usaha unit desa 

yang merupakan suatu lembaga ekonomi yang berbentuk koperasi pada 

tahap-tahap permulaan pertumbuhannya dapat merupakan gabungan usaha 

bersama dari koperasi-koperasi pertanian /koperasi-koperasi desa yang 

terdapat di dalam wilayah unit desa.18 

Menurut Arifinal Chaniago dan Ijod Sirdjudin dalam Wiwin 

Widayanti sebagai berikut : KUD adalah suatu organisasi ekonomi yang 

berwatak sosial dan merupakan wadah bagi perkembangan berbagai 

kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan yang diselenggarakan oleh dan 

untuk masyarakat itu sendiri.19 

                                                             
 17 https://jdih.setkab.go.id. Diakses Pada Senin, 07 Juni 2021 Pukul 14:22 WIB 
 18 Waloejo & Ismojowati, 1993, Koperasi Indonesia, Fakultas Ekonomi Universitas 

Indonesia. Hal.136 
19 Chaniago, Arifinal & Sirjudin, Ijod dalam Wiwin Widayanti, 2005. Koperasi 

Unit Daerah, Jakarta. Hal.25 
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Menurut Inpres No. 4 Tahun 1973 :  

“ KUD adalah sebagai lembaga ekonomi tingkat pedesaan yaitu 
melayani kebutuhan sarana produksi pertanian dan sekaligus menampung 
hasil-hasilnya.” 

 
Menurut Inpres No. 2 Tahun 1978 Pasal 4 menyebutkan :  
 
“ Koperasi Unit Desa sebagai pusat pelayanan berbagai kegiatan 

perekonomian pedesaan memiliki fungsi perkreditan, penyediaan dan 
penyaluran sarana-sarana produksi barang-barang keperluan sehari-hari 
dan jasa-jasa lainnya. Pengelolahan dan pemasaran hasil produksi serta 
kegiatan perekonomian lainnya.” 

 
Menurut Inpres No. 4 Tahun 1984 Bahwa : 
 
“ KUD dibentuk oleh warga desa disuatu desa satu kelompok desa-

desa yang disebut unit desa yang merupakan satu kesatuan ekonomi.” 
 

Kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa pengertian KUD 

menurut para ahli yaitu bahwa Koperasi Unit Desa (KUD) adalah Koperasi 

yang bergerak untuk mensejahterakan rakyat didesanya guna memperoleh 

perekonomian yang tinggi dengan menyediakan barang-barang atau jasa 

untuk proses produksi pertanian di desa serta untuk menyimpan hasil 

produksi tersebut. 

KUD sebagai pusat pelayanan dalam kegiatan perekonomian 

pedesaan memiliki dan melaksanakan fungsi :  

1. Perkreditan, untuk keperluan produksi dan penyediaan kebutuhan modal 

investasi dan modal kerja/usaha bagi anggota KUD dan warga desa 

umumnya. 

2. Penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi seperti sarana 

sebelum dan sesudah panen, sarana produksi untuk keperluan 
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industri/kerajinan dan sebagainya, penyediaan dan penyaluran barang-

barang keperluan sehari-sehari khususnya 9 bahan pokok dan jasa-jasa 

lainnya 

3. Pengolahan dan pemasaran hasil produksi/industri dan sebagainya dari 

para anggota KUD dan warga desa umumnya. 

4. Kegiatan perekonomiannya lainnya seperti perdagangan, pengangkutan 

dan sebagainya. 

5. Dalam melaksanakan tugasnya KUD harus benar-benar mementingkan 

pemberian pelayanan kepada anggota dan masyarakat, dan 

menghindarkan kegiatan yang menyaingi kegiatan anggota sendiri. 

Daerah kerja KUD dalam berbagai macam kegiatan ekonomi, para 

anggota dikelompokkan sesuai menurut kondisi geografis, desa, kampung 

dan sebagainya serta kegiatan ekonomi seperti usaha pertanian, 

industri/kerajinan, perdagangan perikanan peternakan dan sebagainya. 

Kelompok-kelompok tersebut sekaligus berfungsi sebagai kelompok 

anggota. 

2. Tujuan Dibentuknya Koperasi Unit Desa 

Tujuan Koperasi Unit Desa (KUD) secara umum, Menurut Pasal 3 UU 

perkoperasian RI No. 25 Tahun 1992, bahwa tujuan koperasi adalah : 

“ Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan para anggota pada 
khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan 
perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, 
adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 “ 

 
Sedangkan tujuan dari KUD sesuai yang telah dinyatakan dalam 

Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa, yaitu mengembangkan ideologi dan 
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kehidupan perkoperasian, mengembangkan kesejahteraan anggota 

khususnya dan masyarakat pada kerja pada umumnya, mengembangkan 

kemampuan ekonomi, daya kreasi dan kemampuan usaha para anggota 

dalam meningkatkan produksi dan pendapatannya.20 

C. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum 

1. Pengertian Perlindungan Hukum 

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa inggris dikenal dengan 

legal protection, sedangkan dalam bahasa belanda dikenal dengan Rechts 

bescherming. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku 

kata yakni Perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia perlindungan diartikan  

(1) tempat berlindung,  

(2) hal (perbuatan dan sebagainya), 

(3) proses, cara, perbuatan melindungi.21 

Hukum adalah Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan 

manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus 

dilaksanakan secara profesional. Artinya perlindungan adalah suatu 

tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut 

hukum atau peraturan perundang- undangan yang berlaku. 

 Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan di 

sisi lain bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu 

                                                             
 20 Berdasarkan data resmi dari KUD Harta Langkat 
 21 Kamus Besar Bahasa Indoesia (KBBI) Online, https://kbbi.web.id/perlindungan, 

diakses pada Kamis, 04 Februari 2021 Pukul 13.45 WIB 
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sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum 

kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap 

masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan 

perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia. Sehingga 

pengakuan dan perlindungan terhadap hak tersangka sebagai bagian dari 

hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan. Perlindungan hukum adalah 

segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan 

rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam 

bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan 

bantuan hukum.22 

Perlindungan Hukum menurut para ahli, yaitu :  

- Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk 

melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa 

yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban 

dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati 

martabatnya sebagai manusia.23 

- Sedangkan Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum 

adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) 

yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada 

                                                             
 22 Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press. Hal. 133 
 23 Setiono, 2004, Rule of Law (Supremasi Hukum), Surakarta, Magister Ilmu Hukum 

Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret. Hal 3 
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masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh 

hukum.24 

Sehingga berdasarkan uraian dan pendapat para pakar di atas dapat 

simpulkan bahwa perlindungan hukum adalah perbuatan untuk melindungi 

setiap orang atas perbuatan yang melanggar hukum, atau melanggar hak 

orang lain, yang dilakukan oleh pemerintah melalui aparatur penegak 

hukumnya dengan menggunakan cara-cara tertentu berdasarkan hukum 

atau peraturan perundang- undangan yang berlaku sebagai upaya 

pemenuhan hak bagi setiap warga negara, termasuk atas perbuatan 

sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa (aparatur penegak 

hukum itu sendiri). 

Dalam kaitanya dengan perlindungan hukum bagi rakyat, Philipus 

M. Hadjon membedakan dua macam sarana perlindungan hukum, yakni 

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif. Pada perlindungan hukum 

preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan 

keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah 

mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya 

sengketa. 

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum yang 

represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan 

perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi 

di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip kedua 

                                                             
 24 Satijipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hal. 53 
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yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah 

prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan 

terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap 

hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan 

tujuan dari negara hukum. 

2. Unsur-unsur Perlindungan Hukum 

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila 

mengandung unsur-unsur sebagai berikut : 

a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya. 

b. Jaminan kepastian hukum. 

c. Berkaitan dengan hak-hak warga negara. 

d. Adanya sanksi hukuman.25 

Prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia landasannya adalah Pancasila 

sebagai ideologi dan falsafah negara yang didasarkan pada konsep Rechstaat dan Rule 

of Law. Dimana prinsip perlindungan hukum Indonesia menitik beratkan pada prinsip 

perlindungan hukum pada harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. 

Sedangkan prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan 

bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi 

manusia tersebut  merupakan  konsep  yang  lahir  dari  sejarah  barat,  yang diarahkan 

                                                             
  25 http://repository.uin-suska.ac.id./7119/3/BAB%20II.html. Diakses pada Tanggal 01  

 Maret 2021, Pukul  19:15 WIB. 
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kepada pembatasanpembatasan dan peletakan kewajiban oleh masyarakat dan 

pemerintah.26 

3. Tujuan Perlindungan Hukum 

Tujuan dari Perlindungan Konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu : 

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk 

melindungi diri. 

b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 

menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang/jasa. 

c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan 

menuntut hak-haknya sebagai konsumen. 

d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 

kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk 

mendapatkan informasi. 

e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 

perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 

bertanggung jawab dalam berusaha. 

f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan 

usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, 

dan keselamatan. 

                                                             
 26 Philipus M. Hadjon. 1987, Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia, Surabaya : Bina 

Ilmu, hal. 38. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN 

1. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini dilakukan secara singkat, yaitu setelah dilakukan 

seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar 

outline skripsi yang akan dilakukan pertengahan bulan Maret hingga awal 

bulan April 2021. 

Tabel 1.1 Waktu Penelitian 
 
 

NO 

 
KEGIATAN 

BULAN (TAHUN 2021)  
KETERANGAN 

APRIL 
2021 

AGUSTUS 
2021 

FEBRUARI 
2022 

MARET 
2022 

    APRIL  
2022 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

1. Seminar Proposal                      

2.   Perbaikan 
Proposal 

                     

3. ACC Perbaikan                      

4. Penelitian                      

5. Seminar Hasil                      

6. Penulisan Skripsi                      

7. Bimbingan 
Skripsi 

                     

8. Sidang Meja 
Hijau 

  
 

                   

2.  Tempat Penelitian 

Bentuk usaha yang sesuai dalam hal ini adalah Koperasi, Maka dalam 

hal ini dibentuk koperasi Fungsional yaitu Koperai Unit Desa (KUD) Harta 

di Jalan Pendidikan No. 49 Kecematan Selesai Kabupaten Langkat. Koperasi 
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yang dimaksud adalah Koperasi Unit Desa (KUD) yang berada di Instansi 

Pemerintahan Langkat yaitu berada di Kecematan Selesai Kabupaten 

Langkat, yang beranggotakan para masyarakat yang berdomisili. 

B. METODE PENELITIAN 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan Skripsi ini 

adalah Penelitian Hukum Yuridis Normatif. Penelitian Hukum Yuridis 

Normatif adalah suatu penelitian yang mengkaji hukum secara tertulis dilihat 

dari berbagai aspek seperti aspekteori, filosofi, perbandingan, penjelasan 

umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat 

suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. 

Sehingga dapat disimpulkan pada Penelitian Hukum Yuridis Normatif 

mempunyai cakupan yang luas. 

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam Penelitian ini adalah 

Deskiptif Analisis dari Data Koperasi Unit Desa Langkat dan hasil 

Wawancara. Penelitian Deskriptif ini dilakukan dengan terjun langsung ke 

Lapangan untuk mendapatkan informasi dan mendukung teori yang telah ada. 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer ini diperoleh langsung melalui hasil penelitian di 

lapangan dan akan dikumpulkan serta dilengkapi dengan wawancara pada 

subjek penelitian. 
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b. Data Skunder 

Data sekunder ini diperoleh melalui Penelitian Kepustakaan (Library 

Research) yang terdiri dari : 

- Bahan Hukum Primer : Bahan yang memiliki kekuatan hukum 

mengikat secara yuridis, meliputi KUHPerdata (Kitab Undang- 

Undang Hukum Perdata), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 25 Tahun 

1992 Tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 

1998 Tentang Penyertaan Modal Koperasi, Peraturan Menteri 

Koperasi dan UKM No 15 Tahun 2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam 

oleh Koperasi. 

- Bahan Hukum Sekunder : yaitu bahan hukum yang menjelaskan 

secara umum mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku ilmu 

hukum, jurnal dan hasil penelitian.27 Dalam penulisan ini, yang 

menjadi bahan hukum skunder Peneliti adalah buku-buku, literatur 

tentang Perlindungan Hukum dan Koperasi, hasil-hasil penelitian 

terdahulu atau sebelumnya, tulisan para ahli Sarjana Hukum,  Majalah 

Hukum, Jurnal hukum, dll. 

- Bahan Hukum Tersier : yaitu data yang memberikan Informasi, 

petunjuk, penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder 

                                                             
 27 Peter Mahmud Marzuki,2005,  Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media hal. 141. 
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seperti KBBI, kamus hukum, internet dan informasi lainnya yang 

mendukung. Dalam penulisan penelitian ini, yang menjadi Bahan 

Hukum Tersier adalah Kamus Bahasa Belanda, Kamus Hukum, 

Ensiklopedia, Wikipedia, dan lain sebagainya.28 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data ialah tahap-tahap atau cara-cara yang 

dilakukan untuk mengumpulkan hasil data yang telah diteliti. Teknik 

pengumpulan datayang digunakan pada penulisan penelitian ini adalah : 

a. Studi Kepustakaan (Library Research) 

Yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber 

bacaan yaitu buku-buku, majalah Hukum, pendapat para sarjana, peraturan 

perundang- undangan, dan juga bahan-bahan kuliah. 

Studi kepustakaan juga merupakan studi yang dilakukan dengan cara 

mengumpulkan infomasi-informasi serta data-data dengan bantuan 

berbagai material yang ada seperti buku, majalah, catatan, karangan 

ilmiah, dan data- data tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian 

skripsi ini, yaitu dengan mencatat, mencari data yang sesuai dengan 

penelitian. 

b. Studi Lapangan (Field Research) 

Studi Lapangan merupakan studi yang dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data-data secara langsung di tempat penelitian. Studi 

                                                             
 28 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudjie, 2011, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: 

Rajawali Pers,, hal. 33. 

UNIVERSITAS MEDAN AREA
----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 12/11/22 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)12/11/22 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

Rizky Dwi Yudha - Perlindungan Hukum terhadap Anggota Atas Dana Simpanan....



33 
 

 
 

lapangan ini langsung terjun ke lapangan untuk mendapatkan data primer 

dengan mewawancarai orang-orang yang bersangkutan (subjek penelitian) 

di tempat tersebut. Waktu dan tempat dilakukannya wawancara berbeda- 

beda pada setiap narasumber. Dalam penelitian ini Peneliti melakukan 

studi pada Koperasi Unit Desa (KUD) Harta Kota Langkat dengan 

mengambil data terkait Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Atas 

Dana Simpanan Pada Koperasi Unit Desa dan wawancara. 

4. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu  Metode 

Analisis secara Kualitatif, yaitu memperoleh data dari hasil wawancara. 

Dengan menggunakan sumber-sumber hukum yang ada lalu ditarik 

kesimpulan dan digabungkan dengan hasil wawancara untuk mendukung 

informasi serta teori yang ada agar lebih konkrit dan aktual. Disini peneliti 

akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber terkait hal-hal 

yang berkaitan dengan topik penelitian, kemudian peneliti akan memahami 

jawaban yang disampaikan oleh narasumber secara detail dan mendalam. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari skripsi ini, maka peneliti 

dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :  

1. Pengaturan Hukum terkait dengan perjanjian simpan pinjam dalam 

koperasi terbagi menjadi : Pasal 1 UU No. 25 Tahun 1992 tentang 

Perkoperasian, Pasal 1233 KUHPerdata, UU No. 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen, PP No. 33 Tahun 1998 Tentang Penyertaan 

Modal Koperasi, PerMenKop dan UMKM No. 15 Tahun 2015 Tentang 

USP oleh Koperasi. 

2. Bentuk pertanggungjawaban KUD Harta Langkat kepada anggota sebagai 

mitra usaha sekaligus badan hukum, terkait dengan dana simpanan, yaitu 

bertanggung jawab sampai kekayaan pribadi. Pihak koperasi dan anggota 

sama-sama bisa bertanggungjawab atas dana koperasi tersebut. Jika terjadi 

kelalaian dalam hal dana simpanan pada koperasi, maka pihak koperasi 

akan melakukan pengembalian dana secepat mungkin. 

3. Perlindungan Hukum yang dapat diberikan kepada Anggota Koperasi 

yang memiliki Dana simpanan pada KUD Harta Langkat apabila terjadi 

sebuah sengketa hukum antar anggota dengan pengurus, seperti 

penyalahgunaan dana simpanan sukarela oleh pengurus, pinjaman atas 

dana yang bermasalah, dll. Maka dari itu, pihak koperasi dalam anggaran 

dasar/Anggaran Rumah Tangga (ad/art) memberikan sebuah peraturan tata 

UNIVERSITAS MEDAN AREA
----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 12/11/22 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)12/11/22 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

Rizky Dwi Yudha - Perlindungan Hukum terhadap Anggota Atas Dana Simpanan....



78 
 

 
 

pelaksanaan kegiatan simpanan sukarela beserta aturan-aturan yang dibuat 

apabila terjadi sebuah sengketa karna dalam koperasi ad/art adalah dasar 

dibentuknya sebuah koperasi seperti yang tertuang dalam pasal (7) UU No. 

25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, maka ad/art memiliki kekuatan 

hukum yang kuat.  

B. SARAN 

1. Bahwa antara Pihak Koperasi dengan Anggota sebelum terjadinya 

peminjaman dana pastinya sudah melakukan perjanjian dan perikatan terlebih 

dahulu dan terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga timbul hak 

dan kewajiban antara keduanya. Diharapkan pada kedua belah pihak antara 

koperasi dengan anggota mampu memenuhi prestasi dan kesepakatan yang 

ada di dalam perjanjian tersebut untuk menghindari adanya sengketa atau pro 

kontra kedepannya. 

2. Pada pihak koperasi khususnya pada bagian pengawasan dan Simpan Pinjam 

atas Dana simpanan mampu mengelola dan mengawasi sistem pendanaan 

yang ada di dalam koperasi tersebut artinya secara tidak langsung secara 

keseluruhan dapat ikut turut berkontribusi dalam hal mengatur dana simpanan 

agar tetap stabil. Hal itulah merupakan bentuk tanggungjawab dari KUD 

Harta terhadap anggota koperasi atas dana simpanan. 

3. Penyelesaian sengketa yang ada didalam koperasi hendaknya lebih 

mengutamakan cara non-litigasi atau dengan kata lain musyawarah agar lebih 

dah mendapatkan keputusan yang balance oleh kedua belah pihak, selain itu 

UNIVERSITAS MEDAN AREA
----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 12/11/22 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)12/11/22 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

Rizky Dwi Yudha - Perlindungan Hukum terhadap Anggota Atas Dana Simpanan....



79 
 

 
 

penyelesaian dengan cara tersebut merupakan sebuah penyelesaian sengketa 

yang sangat mencerminkan asas koperasi yang bersifat kekeluargaan. 
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1. Daftar Simpanan-simpanan anggota 
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2. Surat Permohonan, Analisa dan Putusan Pinjaman 
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3. Kwitansi Pembayaran Pinjaman 
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4. Surat Pengantar Pelaksanaan Riset/Penelitian/Pengambilan Data 

 

UNIVERSITAS MEDAN AREA
----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 12/11/22 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)12/11/22 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

Rizky Dwi Yudha - Perlindungan Hukum terhadap Anggota Atas Dana Simpanan....



90 
 

 
 

5. Profil Koperasi Unit Desa “Harta” Langkat 
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